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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

NoMoR 15/PP.o4 .2-Kpt/ 15O4/KPU-Kab/II /2O2O

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA TEMBESI

KABUPATEN BATANG HARI

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI SERTA

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI TAHUN 2A2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

Menimbang a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan Tata Kerja Panitia pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2A1.7, yang

menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan

diangkat dan diberhentikan oleh Komisi pemilihan

Umum/Komisi Independen pemilihan

Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Keputusan...

i dih. kpu. go. id/iambi/batanghari
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Mengingat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Batang Hari tentang Penetapan dan Pengangkatan

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Tembesi

Kabupaten Batang Hari untuk Penyelenggaraan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi serta

Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2O2A;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2Ot4 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2OL6 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2Ol4 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Keq'a Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi
Independen Pemilihan Kabupatenf Kota,
Pembentukan dan Tata Kerja panitia pemilihan

Kecamatan, Panitia pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau
Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Peraturan...

i dih. kpu. eo. id/jambi/batan ghari



Memperhatikan
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Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015

tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen

Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten/Kota,

Pembentukan dan Tata Keg'a panitia pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau
walikota dan wakil walikota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor Lage;

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun
2Ol9 tentang Tahapan, program, dan Jadwal
Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali
Kota dan wakil wali Kota Tahun 2o2o (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2AD Nomor g0S)

sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi
Pemilihan umum Nomor 16 Tahun 2org tentang
Perubahan atas peraturan Komisi pemilihan umum
Nomor 15 Tahun 2Ol9 tentang Tahapan, program,

dan Jadwal Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan
wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dan/atau
wali Kota dan wakil wali Kota Tahun 2o2o
sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OL9 Nomor 1S11);

Berita Acara Rapat pleno Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Batang Hari Nomor: 16 /pp.A4.2_
BA/ lso4lKPU-Kab /rr/2o2o tanggal 26 Februari 2o2o
tentang Penetapan Anggota panitia pemilihan Kecamatan
(PPK) Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jambi,
Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2O2O;

MEMUTUSKAN...

idih. kpu. so. idijambilbatanghari



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BATANG HARI TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN

KECAMATAN MUARA TEMBESI KABUPATEN BATANG

HARI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL

GUBERNUR JAMBI SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BATANG HARI TAHUN 2O2O.

Menetapkan :

No NAMA L/P ALAMAT

1 MUHAMMAD AMIN, S.H. L Muara Tembesi

JANUARDICAN, SP. L Muara Tembesi

3 MUHAMMAD FAUZAN, S.Pd. L Muara Tembesi

4 AZIZ ALFI SYAHRIN, S.SY L Muara Tembesi

5 HENDRI HANDAYANI, S.Pd. L Muara Tembesi

sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Muara
Tembesi Kabupaten Batang Hari untuk pemilihan

Gubernur dan wakil Gubernur Jambi serta Bupati dan
Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2O2O;

Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jambi serta
Bupati dan wakil Bupati Batang Hari rahun 2o2o di
tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya,
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang_

undangan;

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas
Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari
untuk Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Batang Hari
Tahun 2O2O;

j dih. kpu. qo. i d/jambiibatan ehari

KEEMPAT...
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KEEMPAT

KELIMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

BATANG HARI
Hukum,

Anas
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Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KESATU selama 9 (Sembilan)

bulan terhitung sejak Tanggal 1 Maret 2A2O sampai

dengan 30 November 2O2O.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian

pada tanggal 29 Februari 2O2O

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BATANG HARI,

A. KADIR

ttd

jdih. kpu. so. idlj ambiibatan ghari


